BUPATI BELITUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 69 TAHUN 2013

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN RETRIBUSI DAERAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah
dan efektivitas serta efisiensi pelaksanaan penyelenggaraan
pemungutan Retribusi Daerah, dipandang perlu untuk
menyusun Sistem dan Prosedur Pengelolaan Retribusi
Daerah;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dari Peraturan
Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2012
tentang Retribusi Jasa Umum, Peraturan Daerah
Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2012 tentang
Retribusi Jasa Usaha dan Peraturan Daerah Nomor 4
Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, perlu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan
Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Retribusi
Daerah;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4033);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten
Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten
Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4268);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Negara
Republik Indonesia 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata
Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman = Pengelolaan Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta
Penyampaiannya;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011
tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704).

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pajak Daerah,
Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur
Tahun 2007 Nomor 66);

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah
Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 93),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2012
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah
Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten
Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung
Timur Tahun 2012 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2
Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran
Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3
Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran
Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 4
Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
(Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012
Nomor 4);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR

PENGELOLAAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

10.

Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Belitung Timur.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan
pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD,
Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah.
Tim/Petugas/Staf Bidang/Seksi/UPTD yang selanjutnya disebut petugas
adalah pegawai yang diberikan tugas untuk melakukan proses pemungutan
retribusi daerah dan ditetapkan dengan keputusan Kepala SKPD.

Benda berharga adalah barang cetakan yang mempunyai nilai nominal antara
lain leges, formulir berharga, karcis, kartu, kupon dan sejenisnya yang
digunakan sebagai sarana pemungutan retribusi.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan
oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan
untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus
disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan
orang pribadi atau badan.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan,
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang
meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan
usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan
nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial
politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk

kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
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Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang
menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah
Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah
pembayaran atas pelayanan perizinan dan pelayanan kesehatan di Puskesmas,
Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Rumah Sakit
Umum Daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainya yang sejenis.

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang selanjutnya disebut
retribusi adalah pembayaran atau jasa pelayanan persampahan/kebersihan
yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau badan.

Tempat Pembuangan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat
penampungan sampah yang berasal dari lingkungan Kelurahan/Desa sebelum
diangkut ke TPA.

Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat
untuk penampungan, mengelola dan memusnahkan sampah yang berasal dari
lingkungan Desa/Kelurahan.

Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal
dari kegiatan orang pribadi atau Badan yang terdiri dari bahan organik dan
anorganik tetapi tidak termasuk buangan biologis/kotoran manusia dan bahan
beracun dan berbahaya.

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Akta Catatan Sipil
yang selanjutnya disebut retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai
pembayaran atas pelayanan penerbitan Kartu Tanda Penduduk, Akta Catatan
Sipil, yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi.

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disebut
retribusi adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir ditepi jalan umum
yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Kendaraan adalah kendaraan baik bermotor maupun tidak bermotor yang

menggunakan tempat parkir di tepi jalan umum.

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat
sementara.
Tempat Parkir adalah tempat yang berada di tepi jalan umum tertentu dan

telah ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat parkir kendaraan.
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Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan
sebagai pembayaran atas penggunaan pemakaian dan pemanfaatan kios, los
atau toko di kawasan pasar dan tempat pedagangan umum yang disediakan
oleh Pemerintah Daerah.

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut
retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemeriksaan oleh Pemerintah
Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan atau
dipergunakan oleh orang pribadi atau badan.

Alat Pemadam Kebakaran adalah alat-alat teknis yang dipergunakan untuk
mencegah dan memadamkan kabakaran.

Racun api adalah zat yang tersimpan dalam tabung logam yang dipergunakan
sebagai alat utama untuk mencegah bahaya kebakaran.

Hidran adalah sambungan pipa air di tepi jalan untuk keperluan pemadaman
kebakaran.

Pemeriksaan atau pengujian alat pemadam kebakaran adalah tindakan dan
atau pengujian oleh petugas yang telah ditunjuk secara dinas oleh Pemerintah
Daerah untuk melakukan pemeriksaan bahan kimia/busa racun api pada alat
pemadam kebakaran sehingga menjamin alat pemadam kebakaran tersebut
selalu dalam keadaan berfungsi dengan baik.

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta yang selanjutnya disebut retribusi
adalah pungutan daerah atas pelayanan pemberian data dalam bentuk peta
yang diberikan Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh orang pribadi atau
badan.

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang selanjutnya disebut
retribusi adalah retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyedotan
kakus/jamban, transportasi dan pembuangan di TPA tinja yang dilakukan oleh
Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh pihak swasta.

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut
retribusi adalah pembayaran atas pelayanan terhadap pemanfaatan ruang
untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang,
keamanan, dan kepentingan umum.

Telekomunikasi adalah setiap pemancaran pengiriman dan/atau penerimaan
penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan,
gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem
elektromagnetik yang lainnya.

Jasa Telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi

kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi;
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Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan
kelengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi.

Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang
terangkai atau terpisah dan dapat menimbulkan komunikasi.

Alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam
bertelekomunikasi.

Penyelenggara Tekomunikasi adalah perorangan, koperasi, badan usaha milik
daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah,
instansi keamanan negara yang telah mendapatkan izin untuk
menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan
telekomunikasi khusus.

Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan
telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggarakannya komunikasi.
Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang
mengunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.

Objek Retribusi adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah
dengan menganut prinsip komersial.

Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk
melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong
retribusi jasa umum.

Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan
menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula
disediakan oleh sektor swasta.

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut retribusi
adalah pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.

Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan yang selanjutnya disebut
retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa penyediaan
fasilitas pasar grosir dan atau pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan
atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Retribusi Terminal yang selanjutnya disebut retribusi adalah pelayanan atas
penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang bis umum dan mobil
barang, tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang
dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk pelayanan
peron.

Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah penyediaan tempat parkir yang secara
khusus disediakan dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi

pelataran/lingkungan parkir, taman, dan gedung parkir.
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Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah Penyediaan tempat
penginapan/pesanggrahan/villa yang dimiliki dan atau dikelola oleh
Perusahaan Daerah dan pihak swasta.

Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut retribusi adalah
pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan
ternak (sapi, kerbau dan kambing), termasuk pelayanan penyewaan kandang,
pemakaian tempat pemotongan, pemeriksaan kesehatan hewan sebelum
dipotong, pemeriksaan daging hewan setelah dipotong (keur master),
pengangkutan daging dari Rumah Potong Hewan yang dimiliki dan/atau
dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Reribusi Pelayanan Kepelabuhan yang selanjutnya disebut retribusi adalah
pembayaran secara rutin dengan tarif tertentu terhadap jasa kegiatan
pelayanan pada pelabuhan kapal dan tambat labuh di pelabuhan/dermaga/
pinggir pantai.

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang selanjutnya disebut
retribusi adalah hasil usaha dibidang perikanan dalam bentuk benih dan hasil
lainnya untuk melayani kebutuhan masyarakat.

Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk
melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi
jasa usaha.

Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka
pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk
pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan,
pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana,
sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan
menjaga kelestarian lingkungan.

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut retribusi adalah
Pembayaran atas Pemberian Izin oleh Pemerintah Daerah yang diberikan
kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan atau membongkar suatu
bangunan dan termasuk dalam pengertian mendirikan bangunan adalah
mengubah dan merobohkan atau membangun bangunan.

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang selanjutnya
disebut retribusi adalah Pembayaran atas pemberian izin oleh Pemerintah
Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan penjualan

minuman beralkohol disuatu tempat tertentu.
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Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut dengan retribusi adalah
Pembayaran atas Pemberian izin gangguan yang diberikan kepada orang
pribadi atau badan dilokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan
gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh
Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah.

Surat Izin Gangguan yang selanjutnya disebut dengan surat izin adalah naskah
dinas yang berisi pemberian ijin gangguan kepada orang pribadi atau badan.
Retribusi Izin Trayek yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran
atas pemberian izin pada orang pribadi atau badan untuk menyediakan
pelayanan angkutan umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam
wilayah daerah.

Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan
orang dengan mobil bus, mobil penumpang yang mempunyai asal dan tujuan
perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
Retribusi Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut retribusi adalah
pembayaran atas pemberian izin usaha perikanan yang diterbitkan oleh Bupati.
Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang
menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk
melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi
tertentu.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas
waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu
dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah
bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan
mengunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah
melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah
surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi
yang terutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat
SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar
daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terhutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah
surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif

berupa bunga dan/atau denda.
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Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat
SKRDKB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah
pokok retribusi, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok
retribusi, besarnya sanksi administratif, dan jumlah retribusi yang masih harus
dibayar.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya
disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan
tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKRDN
adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah pokok retribusi
sama besarnya dengan jumlah kredit retribusi atau retribusi tidak terutang dan
tidak ada kredit retribusi.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan
kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan peretribusian
daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Retribusi Terutang, Surat
Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar,
Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan
Retribusi Daerah Nihil, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, Surat
Tagihan Retribusi Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan
Keberatan.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap
Surat Pemberitahuan Retribusi Terutang, Surat Ketetapan Retribusi Daerah,
Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Retribusi
Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil,
Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau
pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi.

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan retribusi atas banding
terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain
dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan

peretribusian daerah dan retribusi daerah.



73. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan
yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti
yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang peretribusian
daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

74. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur
untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta,
kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan
penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan
keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Retribusi

tersebut.

BAB II
RUANG LINGKUP SISTEM DAN PROSEDUR
PENGELOLAAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

Ruang Lingkup Sistem dan Prosedur Pengelolaan Retribusi Daerah yang diatur
dalam peraturan Bupati ini meliputi :

a. pendaftaran dan pendataan;

b. penetapan;

c. kegiatan penyetoran;

d. pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran;
e. pembukuan dan pelaporan;

f. keberatan, keringanan dan pembebasan;

g. penagihan;

h. pengembalian kelebihan pembayaran;

e

pengadaan/penyediaan benda berharga;
j- pemungutan dan penyetoran;
k. pembukuan penerimaan dan persediaan benda berharga;

l. sistem dan prosedur pelaporan realisasi penerimaan dan persediaan benda
berharga; dan

m. perizinan.

Pasal 3

(1) Isi dan uraian Sistem dan Prosedur Pengelolaan Retribusi Daerah sebagaimana
dimaksud dalam pasal 2, tercantum Dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.



(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
GOLONGAN DAN JENIS RETRIBUSI

Pasal 4
(1) Golongan Retribusi dalam Peraturan Bupati ini adalah :
a. Golongan Retribusi Jasa Umum;
b. Golongan Retribusi Jasa Usaha; dan
c. Golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

(2) Jenis Retribusi yang termasuk dalam Golongan Retribusi Jasa Umum seperti
dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari :

a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta
Catatan Sipil;

(R

. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
Retribusi Pelayanan Pasar;
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;

5o oo

. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;

=

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; dan
j- Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

(3) Jenis Retribusi yang termasuk dalam Golongan Retribusi Jasa Usaha seperti
dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari :

. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

o o

. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;

Retribusi Terminal,

a o

. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;

Retribusi Rumah Potong Hewan;

@ o

. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan; dan
h. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

(4) Jenis Retribusi yang termasuk dalam Golongan Retribusi Perijinan Tertentu
seperti dimaksud dalam ayat (1) huruf c terdiri dari :

a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;



c. Retribusi Izin Gangguan;
d. Retribusi Izin Trayek; dan

e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 31 Desember 2013

BUPATI BELITUNG TIMUR,

TTD

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
Pada tanggal 31 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,
TTD

TALAFUDDIN
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